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 ABSTRAK  - Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku 

bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan 

pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak 

Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman 

tersebut. Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian 

internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak 

Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut 

dalam sistem hukum nasionalnya. Terdapat juga perkembangan di bidang 

perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga 

memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak 

terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. 

Dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan UU Hak Cipta 

yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan UU Hak Cipta yang baru 

menggantikan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan UU No.12 

Tahun 1997.  

 

  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 

20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33; UU No. 7 Tahun 1994.  

 

  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Hak Cipta yang merupakan hak 

eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya 

sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin 

atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan 

tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hak Cipta dianggap 

sebagai benda bergerak. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik 

seluruhnya maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. 

Perjanjian Tertulis atau sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan 

Perundang-Undangan. Dalam UU ini Ciptaan yang dilindungi adalah 

Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: 

a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan 

Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk 

kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan 

atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, 

pewayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni 

lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni - pahat, seni patung, kolase, dan 



seni terapan; g. arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. 

sinematografi; l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan 

karya lain dari hasil pengalihwujudan. Tidak ada Hak Cipta atas: a. hasil 

rapat terbuka lembaga-lembaga negara; b. Peraturan Perundang-

Undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; d. 

putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau e. keputusan badan 

arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. 

 

CATATAN : -  Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2002. 

  -  Dengan berlakunya UU ini, UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta 

sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah 

dengan UU No. 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku. 

  -  Penjelasan: 19 hlm.  
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